BAB V

ANALISIS KOMPARATIF PENARIKAN HARTA WAKAF
MENURUT PENDAPAT EMPAT MADZHAB DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Wakaf merupakan perbuatan yang sangat mulia karena dengan rela
memberikan harta bendanya untuk kepentingan umum. Persoalan wakaf tidak
terlepas dengan hukum Islam, karena wakaf berasal dari Islam, wakaf juga sudah

ada sejak zaman Rasulullah.

A.Kedudukan Kepemilikan Harta wakaf Menurut Empat Madzhab dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Salah satu perbedaan pendapat ulama dalam bidang perwakafan
adalah  mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah
diwakafkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap
milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad
gayr lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), Karena
itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :“tidak melekukan suatu
tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan
menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik

sekarang maupun akan datang”.
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Menurut madzhab Hanafi, kepemilikan harta wakaf tidak hilang
disamakan dengan peminjaman (Ariyah). Dalam akad ‘driyah yang beralih
kepemilikan adalah manfaatnya, bukan barangnya, dan barang yang
dipinjamkan tetap milik yang meminjamkan dan bisa dijual, dihibahkan dan

diwariskan.
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Artinya: “Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wagqif atas
harta wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim atau
menyandarkan (wakaf) dengan kematian waqif dengan mengatakan ketika
saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah saya.”

Pendapat di atas menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah ketika
orang mewakafkan sebagian harta miliknya maka ‘ain benda wakaf itu
masih milik si waqif hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, sehingga
wagqif berhak menarik kembali harta tersebut sewaktu-waktu dan si waqif
mempunyai wewenang untuk mentransfer harta yang telah diwakafkannya

itu.

Pendapat Abl hanifah tersebut bukan berarti tanpa sebab, karena
lepasnya kepemilikan benda wakaf tidak ada nas al-Qur’an yang tegas
menyinggungnya.

Kepemilikan menurut Mazhab Maliki masih berada di tangan si

pemberi. karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat

172 Muhammad bin Muhammad Alababrti, ‘indyah syarh alhidayah (Maktabah Syamilah)
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seorang hamba yang melayani tuannya hingga meniggal. Artinya, si penerima
wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu.
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Artinya: Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, maka tidak
akan hilang kepemilikan benda tersebut, tetapi benda tersebut tidak bisa dijual,
diwariskan, dan diberikan seperti ummul walad, dan hamba mudabbar.

Pendapat diatas menyatakan bahwa pemilik harta menahan benda itu
dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya
untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan
benda itu tetap menjadi milik si wakif.

Sehingga kedudukan kepemilikan harta wakaf antara pendapat Imam
Hanafi dan Imam Malik sama, yaitu bahwasannya kepemilikan harta wakaf
adalah milik wakif, dalam artian yang diberikan adalah manfaat harta wakaf
tersebut.

Sedangkan kepemilikan menurut madzhab Syafi’l dan Hambali
bahwasannya akad wakaf termasuk akad lazim (atau mulazamah). Oleh karena
itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah

menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang

173 Tbn “Abidin, Roddul Mukhtar Juz 17, (Maktabah Syamilah), 164.
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telah diwakatkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang
ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).
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“Menahan harga yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan
kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada
sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

Imam Syafi’l berpendapat bahwa harta wakaf yang telah diberikan
oleh wakif sudah bukan milik wakif tersebut karena kehati-hatian imam syafi’l
dalam masalah kepemilikan harta wakaf. Karena imam syafi’l menyamakan
wakaf dengan shadaqoh, yang mana shadaqoh itu tidak bias diambil lagi.
Sehingga harta yang telah diwakafkan oleh wakif bukan milik wakif lagi.

Begitu pula madzhab Hambali berpendapat seperti imam Syafi’l
bahwasannya harta yang telah diwakafkan sudah tidak lagi menjadi milik
wakif.

Wakaf secara hokum menyatakan bahwa status hokum kepemilikan
harta wakaf setelah dilakukan ikrar di depan petugas pencatatan wakaf adalah
milik allah, dalam hal ini nadzir sebagai pengelolanya, sehingga wakif tidak
berhak atas harta wakaf tersebut.

Sehingga ketentuan kepemilikan harta wakaf menurut Undang-undang
nomor 41 tahun 2004 sama dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali

bahwa kepemilikan harta wakaf yang diberikan oleh wakif adalah milik Allah.

174 Zakariya bin Muhammad bin zakariya al-anshory, Fath al-Wahab, Juz 1, 440.
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Menurut penulis, status kepemilikan harta wakaf menurut undang-
undang dengan mengambil sumber rujukan dari madzhab syafi’l dan madzhab
hambali dirasa benar karena untuk kehati-hatian. Juga si wakif atau pemberi
wakaf tidak semena-mena mengambil harta atau memanfaatkan harta yang

telah di wakafkan.

B. Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab dan
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya (yakni Bab III)
terkait dengan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang kebolehan penarikan
kembali harta wakaf, menurut penulis, dalam proses analisis pemikiran Imam
Abu Hanifah tersebut bersandar pada pandangan Abu Hanifah tentang hakekat
wakaf.
Sebelum mengulas lebih jauh mengenai hakekat wakaf menurut Abu
Hanifah, ada baiknya penulis paparkan kembali mengenai pendapat Abu
Hanifah tentang wakaf. Pendapat Abu Hanifah tentang wakaf di antaranya

adalah sebagai berikut:
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“wakaf menurut abu hanifah adalah: Menahan benda yang statusnya tetap
milik wakif, dan memberikan manfaat dengan status seperti griyah (pinjam
meminjam)”.

175 Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwasi, Fath al-Qodir Juz 14, (Maktabah
Syamilah), 61.
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Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak

lepas dari wakif.

Dari pemaparan pendapat Imam Abu Hanifah di atas, maka dapat
diketahui bahwasanya wakaf dalam pemikiran Abu Hanifah memiliki

ketentuan sebagai berikut:

a. Wakaf merupakan bentuk pemanfaatan hasil dari harta benda seseorang
untuk disedekahkan kepada masyarakat

b. Hak kepemilikan tidak akan hilang karena yang diberikan untuk wakaf
bukanlah harta bendanya melainkan hasilnya

c. Disamakan dengan praktek ‘ariyah

d. Kepemilikan atau status harta benda dapat hilang dari pemiliknya manakala
adanya keputusan Hukum dari hakim atau adanya wasiat dari pemilik harta
wakaf untuk mewakafkan secara keseluruhan (kepemilikan dan manfaat
harta wakaf)

Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa dalam wakaf terdapat

dua unsur pokok yang harus dilakukan oleh wakif yaitu:

a. Menahan harta atau benda yang diwakafkan, meskipun status

kepemilikannya masih tetap pada si wakif.

b. Orang yang telah mewakafkan hartanya, yaitu menyedekahkan
manfaaatnya, penyerahan manfaat atau hasil dari barang/ benda wakaf
tersebut harus diserahkan pada kepentingan agama sesuai dengan

tujuan diwakafkannya barang tersebut.
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Wakaf menurut interpretasi Malikiah, tidak terputus hak si wakif
terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal
bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar bahwasannya
perintah Rasul kepada umar untuk menyedekahkan hasilnya saja, lalu
Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakatkan keluar dari
pemiliknya tentu rasul tidak menyatakan dengan kata—kata,”’tidak menjual,
tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar. Hadis itu seolah-
olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan
ketentuan tidak mentasarrufkannya. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf
untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf
untuk selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan

keinginan wakif.

Alasan yang dikemukakan Imam Malik mengapa wakaf itu berstatus
milik si wagqif berdasarkan kasus Ibn Umar sebagai pemilik benda yang
diwakafkan yang diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan miliknya itu.
Sementara alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah
berdasarkan atas kenyataan, tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf itu
mu’abbad, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu
saja, maka wakaf itu tidak boleh dijual dengan pertimbangan al-maslahat

almursalah.

Sehingga ada perbedaan antara pendapat imam malik dengan imam
hanafi dalam masalah penarikan harta wakaf. Bahwasannya imam hanafi

memperbolehkan penarikan harta wakaf sedangkan imam malik
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memperbolehkan penarikan harta wakaf dengan syarat waktu perjanjiannya

telah habis, atau nilai manfaat barang tersebut telah habis.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad
lazim(atau mulazamah). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan
bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik
Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh
dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik

perorangan, melainkan milik publik (umat).

Imam syafi’l juga menyamakan wakaf dengan shodaqoh, yang mana
sodaqgoh tersebut ketika sudah diberikan kepada seseorang tidak boleh untuk

diambilnya kembeali.

Menurut penulis pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan
harta wakaf sebagai harta permanen yang tidak bisa ditarik kembali
didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga
harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.
Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang
permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik
nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen
bias terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian

hari manaka pemberi wakaf meninggal dunia.
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Sedangkan menurut madzhab Hambali bahwasannya wakaf tidak bias
ditarik kembali oleh wakif karena wakaf merupakan akad mulazamah yaitu

selama-lamanya. Seperti halnya pendapat madzhab Syafi’i.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak
mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat
menariknya kembali. Imam Hambali menyatakan, benda yang di wakafkan
itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi

berlaku selama-lamanya.

Undang — undang no 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah no 42
tahun 2006 tidak mengantur secara detail (jelas) tentang penarikan kembali
harta benda yang sudah diwakafkan. meskipun demikian, pada pasal 40
Undang — Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah
diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan
Kemudian dalam pasal 49 peraturan pemerintah no 42 tahun 2006,

disebutkan :
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Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari materi berdasarkan pertimbangan
BWIL

Ayat 2 : Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal
(1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan
umum sesuai rencana umum tata ruang ( RUTR ) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang — undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.

2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.

3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan
mendesak.

Ayat 3 : selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf :

1. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan
perudang — undangan

2. Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama
dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4 : nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud
dengan ayat 3 ( huruf b ) ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan
rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

1. Pemerintah daerah kabupaten atau kota

2. Kantor pertanahan kabupaten atau kota
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3. Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) kabupaten atau kota
4. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
5. Nazir tanah wakaf yang bersangkutan

Dari uraian pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa harta benda yang
sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan, dista, dihibahkan, dijual, diwariskan,
ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Harta benda yang sudah diwakafkan boleh ditukar, namun persyaratan
agar dapat ditukar sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Pp No 42
Tahun 2006.

Dengan mengacu pada pasal diatas, maka penarikan kembali harta
wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 adalah dilarang. Meskipun tidak ada
ayat langsung yang menegaskan bahwa penarikan harta wakaf dilarang.

Menurut penulis alangkah baiknya membuat PP baru untuk
mengantisipasi adanya penarikan harta wakaf. Karena jika sudah ada undang-
undang tentang penarikan yang secara tegas dan gambling tentang pelarangan
penarikan harta wakaf maka wakif atau ahli warisnya tidak semena-mena

menarik kembali harta wakaf.



